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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif 
mekanisme, implementasi, dan implikasi produk penghimpunan dana 
(funding) di perbankan syariah Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan 
studi literatur yang ekstensif, artikel ini membedah anatomi akad wadiah 
dan mudharabah yang menjadi landasan utama produk giro, tabungan, dan 
deposito syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur 
penghimpunan dana syariah tidak hanya menawarkan alternatif bebas 
bunga, tetapi juga meredefinisi hubungan hukum antara bank dan nasabah 
menjadi pola kemitraan dan titipan yang transparan. Keberhasilan produk 
funding ini sangat krusial dalam menentukan kapasitas fungsi intermediasi 
bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Kesimpulannya, 
inovasi produk penghimpunan dana yang ditopang oleh kepatuhan syariat 
(sharia compliance) dan digitalisasi layanan merupakan pilar penentu bagi 
stabilitas likuiditas dan keunggulan kompetitif bank syariah di tengah 
persaingan industri keuangan makro.Kata Kunci: Penghimpunan Dana, 
Funding, Bank Syariah, Wadiah, Mudharabah. 
 
AbstractThis study aims to comprehensively examine the mechanisms, 
implementation, and implications of fund mobilization (funding) products in 
Indonesian Islamic banking. Through a qualitative approach and extensive 
literature review, this article dissects the anatomy of wadiah and 
mudharabah contracts, which are the main foundations of Islamic current 
accounts, savings, and deposits. The analysis results show that the 
structure of Islamic fund mobilization not only offers interest-free 
alternatives but also redefines the legal relationship between banks and 
customers into transparent partnership and safekeeping patterns. The 
success of these funding products is very crucial in determining the capacity 
of Islamic banks' intermediation function to channel financing to the real 
sector. In conclusion, fund mobilization product innovations supported by 
sharia compliance and service digitalization are the determining pillars for 
liquidity stability and competitive advantage of Islamic banks amidst 
macroeconomic financial industry competition.Keywords: Fund 
Mobilization, Funding, Islamic Bank, Wadiah, Mudharabah. 
 
Pendahuluan Fungsi intermediasi merupakan nyawa bagi setiap institusi 
perbankan, tak terkecuali perbankan syariah yang kian mengukuhkan 
posisinya di industri keuangan nasional. Keberhasilan fungsi intermediasi 
ini sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas 
penghimpunan dana (funding) dari masyarakat yang memiliki kelebihan 
likuiditas (surplus unit). Dana yang berhasil dihimpun ini kemudian akan 
menjadi bahan bakar utama bagi bank untuk disalurkan kembali dalam 
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bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal (deficit 
unit). Tanpa adanya strategi penghimpunan dana yang agresif dan 
berkelanjutan, bank syariah tidak akan memiliki kapasitas yang memadai 
untuk berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian sektor riil 
yang produktif (Ahmad, 2021). 
 
Berbeda secara fundamental dengan perbankan konvensional yang 
memikat nasabah melalui instrumen suku bunga tetap (fixed rate), 
perbankan syariah menawarkan paradigma baru yang berlandaskan hukum 
muamalah. Dalam ekosistem syariah, uang diposisikan murni sebagai alat 
tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk 
menghasilkan keuntungan dari waktu (time value of money). Oleh karena 
itu, produk funding syariah didesain untuk mendatangkan ketenangan batin 
bagi nasabah religius, di mana mereka diyakinkan bahwa dana simpanan 
mereka seratus persen terbebas dari praktik riba, spekulasi (maysir), dan 
ketidakpastian (gharar). Paradigma etis inilah yang menjadi keunggulan 
komparatif sekaligus tantangan bagi bank syariah dalam memperebutkan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) di pasar terbuka (Siregar, 2022). 
 
Secara arsitektur akad, produk penghimpunan dana perbankan syariah 
didominasi oleh penerapan dua akad utama, yakni titipan (wadiah) dan bagi 
hasil (mudharabah). Akad wadiah umumnya diterapkan pada produk-
produk yang mengutamakan fungsi transaksional dan likuiditas tinggi 
seperti giro dan tabungan harian. Sementara itu, akad mudharabah 
diposisikan untuk mengakomodasi kebutuhan investasi jangka menengah 
dan panjang melalui produk deposito. Pemisahan fungsi berdasarkan akad 
ini memberikan variasi pilihan yang luas bagi nasabah untuk menyesuaikan 
profil risiko dan tujuan keuangan mereka, baik sekadar untuk 
mengamankan harta maupun untuk melipatgandakan kekayaan secara 
halal (Lubis, 2020). 
 
Meskipun prinsip dasar penghimpunan dananya telah mapan, bank syariah 
masih dihadapkan pada realitas tantangan likuiditas dan tingginya biaya 
dana (Cost of Fund). Nasabah rasional sering kali masih membandingkan 
tingkat bonus atau nisbah bagi hasil bank syariah dengan suku bunga 
deposito yang ditawarkan oleh bank konvensional. Fenomena ini 
membuktikan bahwa meskipun motivasi teologis cukup kuat, faktor insentif 
finansial tetap memainkan peran yang sangat signifikan dalam keputusan 
penempatan dana nasabah. Oleh sebab itu, manajemen bank syariah 
dituntut untuk bekerja ekstra keras dalam mengefisienkan biaya 
operasional agar mereka mampu memberikan tingkat pengembalian 
(return) yang kompetitif dan memuaskan bagi para deposannya (Nasution, 
2023). 
 
Di era modern saat ini, inovasi pada produk penghimpunan dana tidak lagi 
sekadar berkutat pada utak-atik struktur akad, melainkan telah bergeser ke 
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arah digitalisasi layanan perbankan (digital banking). Kemudahan 
pembukaan rekening secara daring (digital onboarding), integrasi dengan 
dompet digital, hingga fitur autodebet pembayaran tagihan menjadi daya 
tarik baru yang wajib dimiliki oleh produk tabungan syariah. Transformasi 
digital ini terbukti sangat efektif dalam mendongkrak porsi dana murah 
(CASA - Current Account Saving Account), yang pada akhirnya akan 
memperkokoh struktur permodalan bank. Evaluasi berkelanjutan terhadap 
preferensi digital nasabah ini menjadi sangat krusial bagi bank syariah 
untuk terus relevan dengan gaya hidup milenial (Hakim, 2021). 
 
Oleh karena itu, artikel ini dirumuskan untuk memberikan telaah analitis dan 
komprehensif mengenai struktur, dinamika, dan tantangan produk 
penghimpunan dana (funding) di perbankan syariah. Penulisan ini bertujuan 
untuk membedah anatomi operasional giro, tabungan, dan deposito syariah 
dalam bingkai kepatuhan fikih muamalah kontemporer. Melalui kajian 
kepustakaan yang mendalam, penelitian ini diharapkan sanggup mengurai 
kompleksitas perhitungan bagi hasil dan memberikan rekomendasi 
strategis bagi pengembangan produk. Pada akhirnya, inovasi funding yang 
tepat sasaran diyakini akan mengamankan pasokan likuiditas bank syariah 
sekaligus mempercepat laju inklusi keuangan Islam secara nasional. 
 
Kajian Teori 
 
Produk Penghimpunan Berbasis Akad Wadiah Akad wadiah dalam fikih 
muamalah klasik bermakna titipan murni di mana pihak penerima titipan 
(kustodian) tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan tersebut dan 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan di luar kelalaiannya (Wadiah Yad 
Amanah). Namun, dalam konteks perbankan modern, akad ini dimodifikasi 
menjadi Wadiah Yad Dhamanah (titipan dengan jaminan). Melalui skema 
ini, nasabah menitipkan dananya dan secara eksplisit memberikan izin 
kepada bank syariah untuk mengelola serta memutar dana tersebut pada 
sektor-sektor bisnis produktif. Sebagai konsekuensi atas pemberian izin 
pengelolaan tersebut, bank wajib menjamin keamanan dan keutuhan dana 
nasabah agar dapat ditarik (withdrawal) kapan saja sesuai kebutuhan 
(Rahman, 2020). 
 
Implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah paling lazim ditemukan pada 
produk Giro Syariah dan sebagian produk Tabungan Syariah. Pada produk 
giro, nasabah umumnya berasal dari kalangan korporasi atau pengusaha 
yang membutuhkan fasilitas kelancaran lalu lintas pembayaran 
menggunakan cek atau bilyet giro. Motivasi utama nasabah giro bukanlah 
untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk menitipkan kas 
operasional perusahaan mereka di tempat yang aman dan terjamin 
kehalalannya. Mengingat dana ini bersifat sangat likuid (volatile) dan bisa 
ditarik sewaktu-waktu dalam jumlah besar, bank syariah biasanya tidak 
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memberikan imbalan yang signifikan selain fasilitas administrasi perbankan 
yang prima (Fauzi, 2022). 
 
Meskipun secara konseptual akad wadiah tidak menjanjikan imbal hasil 
layaknya suku bunga, bank syariah diperbolehkan untuk memberikan 
insentif berupa bonus (athaya) kepada nasabah. Kebijakan pemberian 
bonus ini murni merupakan hak prerogatif kebijakan manajemen bank dan 
sama sekali tidak boleh diperjanjikan atau dipersyaratkan di awal 
pembukaan rekening. Jika bonus tersebut dijanjikan dalam bentuk 
persentase tertentu dari saldo awal, maka transaksi tersebut akan 
terkontaminasi oleh unsur riba yang diharamkan syariat. Kebijakan bonus 
sukarela ini sering kali dimanfaatkan oleh bank syariah sebagai strategi 
pemasaran (gimmick) yang elegan untuk merawat loyalitas nasabah 
penabung (retention strategy) agar tidak memindahkan dananya ke bank 
kompetitor (Zain, 2021). 
 
Bagi neraca keuangan bank syariah, produk berbasis wadiah merupakan 
sumber dana murah (low-cost fund) yang sangat strategis dalam menekan 
Cost of Fund (COF) secara keseluruhan. Semakin besar komposisi dana 
wadiah (Giro dan Tabungan) dibandingkan deposito di dalam struktur Dana 
Pihak Ketiga (DPK), maka semakin efisien pula beban biaya yang harus 
ditanggung oleh bank setiap bulannya. Dana murah inilah yang 
memungkinkan bank syariah untuk menawarkan margin pembiayaan 
(pricing) yang lebih rendah dan kompetitif kepada masyarakat yang 
mengajukan kredit KPR atau modal kerja UMKM. Oleh karena itu, ekspansi 
akuisisi rekening wadiah selalu menjadi target utama (Key Performance 
Indicator) bagi seluruh staf pemasaran di kantor-kantor cabang (Arifin, 
2023). 
 
Produk Penghimpunan Berbasis Akad Mudharabah Berbeda halnya 
dengan wadiah yang mengutamakan fungsi titipan, akad mudharabah 
didesain secara spesifik untuk memfasilitasi kebutuhan investasi berbasis 
kemitraan. Dalam skema mudharabah mutlaqah yang diterapkan pada 
produk penghimpunan dana, nasabah bertindak penuh sebagai penyedia 
modal (shahibul mal), sedangkan bank syariah memposisikan dirinya 
sebagai pengelola dana atau manajer investasi (mudharib). Nasabah 
memberikan kebebasan penuh kepada bank untuk menyalurkan dana 
tersebut ke berbagai instrumen pembiayaan atau proyek bisnis yang dinilai 
menguntungkan dan patuh pada prinsip syariat. Skema ini 
merepresentasikan esensi sejati dari perbankan Islam, yakni pembagian 
risiko dan keuntungan (profit and loss sharing) yang berkeadilan (Usman, 
2022). 
 
Implementasi akad kemitraan ini terwujud secara nyata pada produk 
Deposito Syariah berjangka. Pada produk ini, nasabah bersedia mengunci 
atau tidak menarik dananya selama periode waktu tertentu (misalnya 1, 3, 
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6, atau 12 bulan) agar bank dapat mengoptimalkan pengelolaan dana 
tersebut pada proyek berdurasi panjang. Sebagai kompensasi atas 
kesediaan menahan dana tersebut, nasabah berhak mendapatkan porsi 
bagi hasil atau nisbah keuntungan. Persentase nisbah ini (misalnya 40% 
untuk nasabah dan 60% untuk bank) harus disepakati secara transparan 
dan ditandatangani pada saat awal pembukaan bilyet deposito. 
Transparansi nisbah ini sangat krusial untuk mencegah timbulnya 
perselisihan (gharar) di kemudian hari (Hasan, 2021). 
 
Perhitungan realisasi imbal hasil yang akan diterima nasabah sangat 
fluktuatif karena bergantung pada kinerja keuntungan riil yang berhasil 
dicetak oleh bank pada bulan berjalan. Apabila bank berhasil menyalurkan 
pembiayaan secara agresif dan minim rasio kredit macet (NPF), maka 
pendapatan operasional bank akan meningkat, yang otomatis berdampak 
pada membesarnya nominal bagi hasil bagi nasabah deposito. Sebaliknya, 
jika perekonomian sedang lesu dan margin bank menyusut, maka nominal 
bagi hasil yang didapatkan nasabah juga akan ikut menurun secara 
proporsional. Namun, prinsip keadilan mudharabah menetapkan bahwa jika 
terjadi kerugian finansial yang murni akibat krisis pasar (bukan karena 
kelalaian manajemen bank), maka kerugian modal tersebut sepenuhnya 
ditanggung oleh nasabah (Ghazali, 2022). 
 
Meskipun produk deposito mudharabah menawarkan peluang keuntungan 
yang menjanjikan, produk ini juga menghadirkan dilema manajemen 
likuiditas bagi bank syariah. Dana deposito dikategorikan sebagai dana 
mahal (high-cost fund) karena bank harus membagi porsi keuntungannya 
yang cukup besar dengan deposan kakap. Jika bank terlalu banyak 
menghimpun dana deposito namun gagal menyalurkannya ke dalam 
bentuk pembiayaan yang produktif (idle fund), maka bank akan terjebak 
dalam kondisi inefisiensi atau pendarahan laba (negative spread). Oleh 
sebab itu, Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva (ALCO) bank syariah 
harus sangat cermat dalam menyeimbangkan komposisi antara dana 
murah (wadiah) dan dana mahal (mudharabah) agar profitabilitas institusi 
tetap terjaga dengan sehat (Hidayat, 2020). 
 
Metode Penelitian Penelitian ini didesain menggunakan metodologi 
kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada pendekatan kajian literatur 
(library research) secara komprehensif. Pengumpulan data sekunder 
difokuskan pada penelusuran dokumen otoritatif yang meliputi Peraturan 
Bank Indonesia (PBI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa-fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait produk penghimpunan dana, 
serta artikel jurnal akademik terakreditasi. Proses analisis data 
diimplementasikan melalui tahapan reduksi literatur, klasifikasi tematik 
berdasarkan jenis akad (wadiah dan mudharabah), serta interpretasi kritis 
terhadap dinamika operasional bank syariah di lapangan. Pendekatan 
kualitatif ini dinilai paling relevan untuk membedah anatomi hukum 
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muamalah, filosofi produk finansial, dan tantangan manajemen likuiditas 
tanpa harus direduksi menjadi angka-angka pengujian statistik. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Optimalisasi Portofolio Pendanaan dan Inovasi Produk Optimalisasi 
portofolio penghimpunan dana merupakan strategi bertahan hidup paling 
mendasar bagi bank syariah untuk memenangkan persaingan di industri 
keuangan ganda (dual banking system). Berdasarkan telaah empiris, bank 
syariah berskala besar secara konsisten berupaya menggenjot proporsi 
Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah yang berbasis 
akad wadiah. Dominasi dana murah ini sangat strategis karena 
memungkinkan bank untuk menetapkan margin pembiayaan yang 
kompetitif dan terjangkau bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). Apabila struktur DPK bank syariah didominasi oleh 
deposito mahal, maka bank akan terpaksa mematok margin kredit yang 
sangat tinggi, sehingga produk pembiayaannya menjadi tidak laku di 
pasaran (Ali, 2023). 
 
Sebagai bentuk adaptasi terhadap gaya hidup masyarakat modern, bank 
syariah terus melahirkan inovasi produk tabungan tematik yang disesuaikan 
dengan kebutuhan siklus hidup (life-cycle) nasabahnya. Munculnya 
Tabungan Haji dan Umrah, Tabungan Pendidikan Anak, hingga Tabungan 
Kurban merupakan bukti nyata kepiawaian bank syariah dalam menangkap 
ceruk pasar religius (religious niche market). Produk-produk tematik ini 
umumnya dirancang dengan fitur autodebet dan tidak bisa ditarik sewaktu-
waktu, sehingga secara fungsional dana tersebut memiliki sifat mengendap 
yang panjang. Karakteristik dana mengendap (core deposit) ini sangat 
disukai oleh manajemen bank karena memberikan kepastian stabilitas 
likuiditas jangka panjang yang memadai (Yusuf, 2021). 
 
Disrupsi teknologi perbankan digital telah merevolusi secara radikal cara 
bank syariah dalam mengakuisisi rekening dana pihak ketiga baru di 
masyarakat. Layanan pembukaan rekening melalui telepon pintar dengan 
teknologi pengenalan wajah (biometric e-KYC) sukses memangkas biaya 
operasional pencetakan buku tabungan fisik dan menghilangkan kewajiban 
nasabah untuk mengantre di kantor cabang. Kemudahan akses teknologi 
ini secara eksponensial berhasil memperluas basis nasabah bank syariah 
hingga ke pelosok pedesaan yang sebelumnya berstatus unbanked (belum 
tersentuh layanan finansial). Digitalisasi funding ini menjadi katalisator 
paling kuat dalam mewujudkan target inklusi keuangan nasional yang 
diamanatkan oleh pemerintah pusat (Nugroho, 2020). 
 
Namun demikian, ekspansi produk digital juga membawa konsekuensi 
tantangan hukum terkait validitas akad secara elektronik (e-contract). 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dituntut untuk ekstra waspada dalam 
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menelaah syarat dan ketentuan digital (Terms and Conditions) yang sering 
kali disetujui nasabah tanpa dibaca (click-wrap agreement). DPS harus 
memastikan bahwa ijab kabul perpindahan dana melalui media siber telah 
memenuhi rukun syariat tentang kejelasan objek transaksi dan tidak 
mengandung unsur paksaan sepihak. Sinkronisasi antara kecanggihan 
antarmuka aplikasi (user interface) dan kepatuhan syariat (sharia 
compliance) pada lapis belakang sistem (back-end system) merupakan 
harga mati yang menentukan integritas institusi bank syariah (Sari, 2021). 
 
Dalam merawat portofolio deposito berjangka, bank syariah sering kali 
harus berhadapan dengan perilaku nasabah oportunis (rate-shopper) yang 
gemar memindahkan dananya mencari bagi hasil tertinggi. Untuk 
mencegah terjadinya penarikan dana besar-besaran (capital flight), bank 
harus transparan dan rajin mempublikasikan laporan kinerja keuangannya 
(equivalent rate) kepada para deposan prioritas. Komunikasi yang jujur 
mengenai kondisi bisnis riil akan menumbuhkan kepercayaan dan empati 
nasabah ketika tingkat bagi hasil sedang menurun akibat krisis ekonomi 
makro. Edukasi literasi yang menekankan filosofi "berbagi untung dan rugi 
bersama" ini sangat krusial untuk mentransformasi mentalitas nasabah dari 
sekadar "pemburu bunga" menjadi "mitra investasi sejati" (Wijaya, 2022). 
 
Tantangan Manajemen Likuiditas dan Literasi Publik Tantangan paling 
fundamental dari implementasi produk penghimpunan dana syariah terletak 
pada kerumitan menjaga rasio keseimbangan likuiditas (liquidity mismatch). 
Bank syariah memiliki keterbatasan akses terhadap instrumen Pasar Uang 
Antarbank (PUAB) konvensional jika mereka mengalami kekurangan uang 
kas mendadak (shortage). Oleh karena itu, bank syariah mutlak bergantung 
pada stabilitas arus kas masuk dari simpanan giro dan tabungan wadiah 
harian. Ketergantungan ini memaksa komite Manajemen Aktiva dan Pasiva 
(ALCO) untuk selalu menahan rasio pencadangan kas (reserve 
requirement) yang lebih tebal dibandingkan rekan konvensionalnya, yang 
secara tidak langsung menggerus potensi optimalisasi laba operasional 
perusahaan (Kurniawan, 2023). 
 
Selain tantangan struktural internal, rendahnya tingkat literasi dan inklusi 
keuangan syariah di masyarakat akar rumput masih menjadi batu 
sandungan utama dalam mengakselerasi volume penghimpunan dana. 
Banyak masyarakat awam yang masih terjangkit stigma skeptis, 
menganggap bahwa operasional bank syariah "sama saja" dengan bank 
konvensional, hanya diganti istilahnya menggunakan bahasa Arab. Stigma 
negatif ini merupakan imbas dari kurang agresifnya sosialisasi mengenai 
esensi keadilan akad mudharabah dan jaminan keamanan akad wadiah. 
Tanpa adanya kampanye literasi nasional yang terstruktur dan masif, bank 
syariah akan selalu kesulitan meyakinkan masyarakat konvensional untuk 
melakukan migrasi pemindahan rekening gajinya secara total (Putra, 2021). 
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Dalam hal intervensi kebijakan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Kementerian BUMN sangat esensial dalam mendongkrak kapasitas funding 
perbankan syariah melalui penyaluran Dana Pihak Ketiga institusional. 
Penempatan dana kas operasional dari berbagai perusahaan BUMN, 
kampus perguruan tinggi negeri, hingga rumah sakit daerah ke dalam 
rekening giro syariah akan langsung memberikan suntikan darah segar 
berupa likuiditas raksasa seketika. Kebijakan afirmatif (affirmative action) 
dari pemerintah ini sangat rasional mengingat dana abadi umat seperti dana 
haji, zakat, dan wakaf juga membutuhkan instrumen perbankan yang 
seratus persen suci dari kontaminasi transaksi ribawi global (Tanjung, 
2021). 
 
Sinergi dan kolaborasi antara bank syariah dengan ekosistem ekonomi 
halal (halal value chain) merupakan langkah strategis pamungkas untuk 
memastikan keberlanjutan produk funding. Dengan mengintegrasikan 
sistem pembayaran (payment gateway) bank syariah ke dalam jaringan 
industri kosmetik halal, pariwisata ramah muslim, dan industri makanan 
minuman halal, maka bank akan otomatis mendapatkan limpahan 
perputaran dana harian miliaran rupiah. Nasabah dan pengusaha di dalam 
ekosistem ini secara alamiah (captive market) akan menggunakan fasilitas 
giro dan deposito syariah untuk memutar roda bisnisnya. Membangun 
ekosistem tertutup (closed-loop) yang inklusif ini adalah cetak biru masa 
depan yang akan membuat bank syariah tidak lagi bergantung pada 
kebaikan hati deposan perorangan semata (Nawawi, 2022). 
 
Pada konklusinya, keberhasilan produk penghimpunan dana (funding) 
bukanlah sekadar indikator kecakapan tim penjualan (sales), melainkan 
representasi dari tingkat kepercayaan (trust) publik terhadap integritas 
spiritual sebuah institusi. Produk wadiah dan mudharabah bukan hanya 
instrumen penyedot uang, tetapi adalah wadah implementasi nilai-nilai 
keadilan sosial dan transparansi yang diamanatkan syariat. Tantangan 
inefisiensi likuiditas dan rendahnya literasi harus dijawab dengan 
konsistensi inovasi teknologi digital tanpa melanggar rambu-rambu fatwa. 
Pada akhirnya, sekuat apa pun produk pembiayaan yang dimiliki bank 
syariah, eksistensi mereka akan perlahan mati kehausan likuiditas jika tidak 
mampu merebut hati dan keyakinan masyarakat untuk menitipkan harta 
terbaiknya (Ramadhan, 2020). 
 
Kesimpulan Berdasarkan serangkaian kajian komprehensif yang telah 
dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana 
(funding) merupakan urat nadi yang menjamin kelangsungan operasional 
dan fungsi intermediasi perbankan syariah. Penerapan akad wadiah 
(titipan) secara efektif berhasil menyediakan pasokan likuiditas dana murah 
(CASA) yang esensial untuk menekan biaya dana bank. Di sisi lain, 
instrumen deposito berbasis mudharabah (bagi hasil) sukses menawarkan 
wadah kemitraan investasi yang berkeadilan, transparan, dan terbebas dari 
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garansi suku bunga ribawi. Meskipun dihadapkan pada tantangan literasi 
publik dan manajemen risiko likuiditas makro, inovasi berkelanjutan melalui 
digitalisasi layanan terbukti mampu mendongkrak pangsa pasar secara 
masif. Kesimpulannya, sinergi antara kepatuhan syariat, keandalan 
teknologi finansial, dan agresivitas edukasi literasi merupakan prasyarat 
mutlak bagi perbankan syariah untuk membangun basis pendanaan yang 
tangguh, inklusif, dan berdaya saing global. 
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